
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR +6 TAHUN 2019

TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa berdasarkan .Persetujuan dari Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/
107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan
Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti
akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban
pemerintahan, maka perl dilakukan upaya
penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum
mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi
arsip Daerah;
bahwa berdasarkan opertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat;

. Undang-Undang Nomor 7 ‘Tahun 1971 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964};
Undang-Undang Nomor 38. Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran_Negara Republik Indonesia Tahun
9004 Nemor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

ee

a.

4.

5.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor507i);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 451, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 2964);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839 Tahun 2000);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;

6.

8.
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Menetapkan

17, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1

Tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2011

tentang Tata Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat,
Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Nagari.

. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat
ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga
pemerintah non-kementrian yang melaksanakan tugas
negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di
Ibukota Negara.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah lembaga
Teknis Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang
melaksanakan tugas di bidang pengelolaan arsip
dinamis inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Pasaman Barat.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
poitik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam opelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

10.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.

5.

7.

8.
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11.Arsip. in-aktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

12.Arsip Urusan Perhubungan adalah arsip yang berkaitan
dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan,
penyimpanan kebijakan, perumusan kebijakan, dan
penetapan NSPK pengelolaan urusan yang meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban.

13. Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip adalah Panitia
Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Daerah.

14.Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan
pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

15.Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan
suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di
dalamnya.

16.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

17.Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang
sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis
kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

18.Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan
Pemerintah Daerah|Kabupaten Pasaman Barat adalah
daftar yang berisi jenis arsip urusan Perhubungan
beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan
nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman
penyusutan arsip diPemerintah Daerah.

19.Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal
suatu jenis/seri arsip pada unit Pengolah dan/ atau
Unit Kearsipan.

20.Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan
minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.

21.Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan
minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan.

|

22,Keterangan Musnah adalah keterangan yang
menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan
karena jangka waktu penyimpanan di unit kearsipan
telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.

23.Keterangan Permanen adalah keterangan yang
menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki
nilai guna sekunder wajib diserahkan kepada Lembaga
Kearsipan Daerah/Arsip Nasional.

24.Keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang
menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat
ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau
permanen.

4



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan
penyusutan arsip urusan Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk
menciptakan tertib arsip agar :

a. mempermudah proses penyusutan arsip secara teratur
dan terus menerus;

b. mempermudah penyelamatan arsip yang masih memiliki
nilai guna; dan

c. meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya
pemeliharaan.

BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

(1) Jadwal retensi arsip, meliputi:
a. jenis arsip;
b. jangka waktu simpan aktif dan in-aktif; dan
c. keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai

kembali dan permanen.
(2) Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

(1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
ditetapkan oleh Kepala OPD setelah mendapat:

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip;
dan

b. persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah
yang memiliki retensi paling lama 10 (sepuluh) tahun
ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat:

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilaian arsip;
dan

b. persetujuan tertulis dari kepala ANRI.

(3) Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai
berikut:
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a. OPD yang akan melaksanakan pemusnahan arsip
dan belum memiliki tenaga arsiparis terlebih
dahulu mengajukan permohonan bantuan tenaga
Arsiparis kepada kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan yang di lengkapi dengan daftar arsip
yang akan di musnahkan;

b. OPD membentuk panitia penilaian Arsip yang di
tetapkan oleh kepala OPD;

c. panitia penilaian arsip terdiri dari pimpinan unit
kearsipan sebagai ketua merangkap anggota,
pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan di
musnahkan sebagai anggota, dan arsiparis
sebagai anggota;

d. panitia penilaian arsip melakukan penyeleksian
terhadap arsip yang akan dimusnahkan,
penyeleksian arsip dimaksud dilakukan terhadap
arsip inaktif yang sudah tidakmemiliki nilai guna,
telah habis' retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada
peraturan perundang-undangan yang melarang,
dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
suatu perkara;

e. berdasarkan hasil seleksi panitia penilaian arsip,
arsiparis membuat daftar arsip usul musnah
(DAUM) dan berita acara hasil penyeleksian yang
di tandatangani oleh panitia penilaian arsip;

f. panitia penilaian arsip mengajukan permohonan
persetujuan daftar arsip usul musnah (DAUM)
kepada kepala OPD sebagai pencipta Arsip;

g. pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara
total sehingga fisik dan informasi arsip musnah
dan tidak dapat dikenali yang disaksikan paling
sedikit 2 (dua) pejabat dari unsur Inspektorat
Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
yang disertai penandatanganan berita acara
pemusnahan arsip.

Pasal 6

Peraturan ini merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusutkan
arsip urusan Perhubungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpan EmpatPadatanggal, U“ OC 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,

154

YULIANTO

Diundangkan di
Simpang

Empat
Pada tanggal, ww okbber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

--P

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR Fe

Jabatan Tanggal Paraf

Sekda

Kepala Dinas
wh95 aes

Sekretaris iC f tg~ 10 NN ,
Kabid "¢/j9- ‘Fg

Tt

oe

7



N

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor : a) Tahun 2019
Tanggal : oto 2019:
Tentang : Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Perhubungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

JANGKAWAKTU PENYIMPANAN

dilaksanakan

NO JENIS / SERIESARSIP KETERANGAN
‘AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 5

ili. URUSAN PERHUBUNGAN
A. [KEBIJAKAN

Kebijakanmengenai Perhubungan Darat. 5 tahun sejak penetapan 5 tahun Permanen
1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan kebijakan yang terbaru
2. Penyiapan Kebijakan
3. Perumusan dan Penyusunan Bahan
4. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam penyusunan kebijakan
5. Penetapan dalam bentuk NSPK

B. [PERHUBUNGAN DARAT
Lalu Lintas dan Angkutan Umum
1. Jaringan Transportasi Jalan :

a. Jaringan Prasarana dan Pelayanan :

(1). penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penumpang 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2). penentuan lokasi terminal penumpang tipe:B 2 tahun setelahproses 3 tahun Permanen.

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

3}. penetapan lokasi tenminal barangutama 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
4). standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 1 tahunsetelah proses 1 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai

n'



J
JANGKAWAKTU'PENYIMPANAN KETERANGANNO JENIS / SERIES ARSIP
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 5

5). jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
6). jaringan lintas pada jaringab jalan primer 1 tahun setelah proses 1 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

7). penetapan kelas jalan primer 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

8). kualifikasi teknis petugas terminal 1 tahun setejahproses 2 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
9). jaringan transportasi jalan sekunder 1 tahun setelah proses 2 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

b. Pengembangan Transportasi Jalan
(1). Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 2 tahun setelah sistem 3 tahun Permanen.

aplikasi ditingkatkan dan
dikembangkan (upgrade)

2). Pengembangan transportasijalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

2. Sarana Angkutan Jalan
a. Pengujian Kendaraan Bermotor

(1). pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.

2). sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor kegiatan dinyatakan selesai
3). sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor dilaksanakan

4). akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

nh



JANGKAWAKTU: PENYIMPANAN KETERANGANNO JENIS / SERIES ARSIP
AKTIF INAKTIF _

1 2 3 4 5

3. Lalu Lintas Jalan
a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

‘1). Analisis dampak lala lintas di jalan nasional di luar kawasan kabupaten 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2). Manajemen dan rekayasa lalu lintas dijalan nasional baik diJalan tol / 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen

non tol kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

b. Perlengkapan Jalan :

'1). Pedoman teknis perlengkapan jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanien.

kegiatan dimyatakan selesai
dilaksanakan

2). Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan 5 tahun setelah proses 5 tahun Musnah
di jalan nasional kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
4. Angkutan Jalan

a. Angkutan Penumpang
(1). tarif angkutan penumpang kelas ekonomi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dimyatakan selesai
dilaksanakan

2). angkutan perintis 5 tahun setelah proses 5 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

3). penghargaan perusahaan angkutan umum 1 tahun setelah proses 1 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
b. Angkutan Barang

'1). sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2). tarif angkutan barang 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan



JANGKAWAKTU' PENYIMPANAN KETERANGAN

dilaksanakan

NO JENIS / SERIES ARSIP
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 5

3). izinoperasi angkutan barang tertentu 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.
kegiatan dimyatakan selesai

dilaksanakan

4). pembinaan angkutan barang 1 tahun setelah proses 1 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

5. Pengendalian Operasional
a. Monitoring Operasional ::

11). Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dimyatakan selesai

dilaksanakan
2). Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap

Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi
kewenangan

Lalu lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1. Jaringan Transportasi sungai, danau, dan penyebangan

a. Analisis dan Evaluasi Jaringan
'1}. pendapatan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen,

2). analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan kegiatan dinyatakan selesai
penyeberangan dilaksanakan

b. Pengembangan Jaringan,
11). pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungan, danau 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.

dan penyeberangan kegiatan dinyatakan selesai

n.



}

JANGKAWAKTU PENYIMPANAN KETERANGANNO JENIS / SERIESARSIP
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 =)

2). pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
dan penyeberangan kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

a. Rancangan Bangyn Sarana 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.

b. Bimbingan Perawatan Sarana kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

(1). perawatan dan pemeliharaan sarana sungai,danaui dan penyeberangan 1 tahun setelah proses 1 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

2). pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau, dan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

penyeberangan kegiatandinyatakan
selesai

dilaksanakan

3 Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebangan
a. Manajemen Lalu Lintas 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

(1). manajemen lalu lintas kegiatan dinyatakan selesai
2). tata cara benlalu lintas di sungai, danau dan penyebangan. dilaksanakan

Bina Sistem Transportasi Kabupaten
1. Jaringan Transportasi Kabupaten

a. Transportasi Kabupaten untuk kawasan kabupaten yang melebihi satu wilayah 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
administnasi provinsi. kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi kabupaten 2 tahun setelah sistem 3 tahun Musnah

aplikasi ditingkatkan dan
dikembangkan (upgrade)

2. Lalu Lintas Kabupaten
a. Lalu lintas kabupaten wilayah I: 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

1}, manajemen dan rekayasa lalu lintas Kabupaten’
2). manajemen dan rekayasa lalu lintas Kabupaten di jalan nasional dalam

kawasan Kabupaten
3). Penangananlalu lintas Kabupaten berbasis tehnologi wilayah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

noN
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3. Angkutan Kabupaten
a. Lalu lintas kabupaten wilayah I: 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

1). penyelenggaraan angkutan Kabupaten dalam proyek kegiatan dinyatakan selesai
2). jaringan trayek Kabupaten dilaksanakan
3). penentuan dan pemenuhanialokasiikebutuhan angkutan Kabupaten

dalam prayek yang-wilayah pelayanannya melebihiisatu wilayah
4. Pemaduan Moda Transportasi Kabupaten

a. Pemaduan Moda Transportasi Kabupaten wilayah I:
1). Penyelenggaraan angkutan kabupaten tidak dalam trayek untuk angkutan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

penumpang dan/atau barang kegiatan dinyatakan selesai
2). Pemaduanmoda transportasi kabupaten yangmenghubungkan antar dilaksanakan

simpul terminal di kawasan:kabupaten yang melebihi satuwilayal
administrasii provinsi

3}. Penentuan dan pemenuhamalokasii/kebutuhan angkutan kabupaten tidak
dalam trayek yangwilayah pelayanannya melebihi satu wilayah
administrasii provinsi

Keselamatan Transportasi Darat
1. Manajemen Keselamatan

a. Monitoring dan‘Evaluasi :
(1). Monitoring dan evaluasi data kecelakaan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

2}. Kualifikasi unit pengkajian 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
3). Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen,

angkutan jalan kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

b. Pengembangan Keselamatan :

11). Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

i
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2). Harmonisasi kebijakan 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2. Promosi dan Kemitraan Keselamatan

a. Promosi :
11). Promosi keselamatan 1 tahun setelahproses 1 tahun Musnah

kegiatan dimyatakan selesai
dilaksanakan

2). Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan 1 tahun setelah proses 1 tahun Musnah
angkutan jalan kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

b. Kemitraan :

Kemitraan keselamatan antar lembaga danmasyarakatdibidang keselamatan 1 tahun setelah proses ] tahun Musnah
laiu lintas dan angkutan jalan kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

3. Bina Keselamatan Angkutan Umum
a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum : 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

b. Keselamatan Awak Angkutan Umum : 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
4, Audit: dan Inspeksi Keselamatan

a. Audit Keselamatan:
‘1). Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen,

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

2). Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
3). Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan
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b. Inspeksi Keselamatan :

1). Pedoman keselamatan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2). Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber dayamanusia, dan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

pelaku transportasi jalan kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

3). Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

jalan: kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

Cc. |PERHUBUNGAN LAUT
Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1. Angkutan laut Dalam Negeri
2. Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan laut

a. pengolahan data data dan informasi angkutan laut :

'1). rencana kebutuhan angkutan Jaut pada waktu dan atau kondisi tertentu 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan
2). angkutan bahan pokok 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

b. Evaluasi Angkutan Laut :

'l). pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu.dan atau kondisi tertentu 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

2). angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilakeanalan
Pelabuhan dan Pengerukan

1. Pengembangan Pelabuhan
a. tatanan dan evaluasi kepelabuhan:
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'1). tatanan kepe;abuhan nasional 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.,

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan

2). pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

2. Pemanduan dan Penundaan Kapal
a. Perairan dan Pelayanan Pandu

1). penetapan wilayah perairanipandu 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

2). standar pelayanan pemanduan dan: penundaan kapal 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen,
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

3). penggunaan.atas tanah dan perairan 5 tahun setelah proses 5 tahun Permanen.
kegiatan dinyatakan selesai

dilaksanakan

4). kerjasana kepelabuhanan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen.

kegiatan dinyatakan selesai
dilaksanakan
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